
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABI'PATEIS PAITGAITDARAN

I{EPUTUSAfl KOMISI PEMILIIIAN T'MT'M

I(ABT'PATEIT PAIIGAITDARAIT

ilOUOR : 48/Hx,.O3. 1-Kpt I 32LA I I(PU-I(ab /xU I 2OL8

TEIITAITG

PERUBAHAIS KEEITAII I(EPUTUSATT KOIIISI PE!ilILIHAN U!ilUM I{OMOR :

21O. 1 / HK.O3. 1 -Kpt l 3l2la l tf,PA-Kab /:(I/ 2,Ala TEITTAITG PEI{ETAPAN PAIIITIA
PEMUIVGUTAil SUARA (PPS} DALIIM PEIIYELEI|GGARAAIT PEMILIHAII ITilUM

TAIII'T 2AI9

I(ETUA KOffiSI PETILIIIAI{ T'UTIU I(ABI'PATEIT PAITGAITDARAI{,

Menimbang a. bahwa sehubungan adanya Pergantian Antar Waktu {PAW}
anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten
Pangandaran, maka dipandang perlu melakukan
pembahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
40.1/HK.O3.l-Kpt/3218/KPU-Kab/XI l20ra Tentang
Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2Al9;

b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang
Perubahan Keenam Keputusan Komisi Pemilitran Umum
Nomor : 4O.1/HK.O3.l-KpL/3218/KPU-Kab/){J{2OL3
Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara {PPS} dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2OL9.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3

tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tanbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a2871;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Ol Tahun 2AO4

tentang Perbendaharaan Negara {kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor O5, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2ALL
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a);

Mengingat
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Memperhatikan

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2Al2 Tentang
Pe.mbentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun zAfi tentang Pemilihan
IJmum, (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor L821, tambahan (lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OL7 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor
233, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 61381;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6 Tahun 2OO8

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan [Jmum, Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan
Urnum Kabupaten/Kota seb4gaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemitihan Umum Nomor 22 Tahun 2OO8;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2Afi
Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2Al9 sebagaimana telah diubah
dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 32 Tahun 2AlA;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O3 Tahun 2018
Tentang Pembenhrkan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum.

1. SK PAW PPS Nomor : a4 /HK.O3. l-Kpt /3zl8ll<Pll-
Kablrilll20l8 tanggal 28 Desember 2O18 tentang
Pemberhentian dan Pengangfutan Pengganti Antar Waktu
(PAW) Panitia Pemungutan Suara {PPSI Desa Ciparakan
Kecamatan Kalipucang dalam Penyeleng;garaan Pemilihan
Umum Tahun 2OL9 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangandaran;

2. SK PAW PPS Nomor : 45/HK.O3. l-Kpt 132L8 /l<PU-
KablfrUzO18 tanggat 28 Desember 2018 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu
(PAWI Panitia Pemungutan Suara [PPS) Desa Padaherang
Kecamatan Padaherang dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2OL9 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangandaran;

3. SK PAw PPS Nomor : 46/HK.O3.1-Kpt /32L8{KPU-
Kab/)Kll/2ALA tanggal 2A Desember 2018 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu
(PAWI Panitia Pemungutan Suara (PPSI Desa Bojong
Kecamatan Langkaplancar dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2AL9 pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pangandar€rn;

4. SK PAW PPS Nomor : 47 /H.K.O3. t-Kpt /32L8/KPU-
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KablX(Ill2OlS tanggal 2A Desember 2018 tentang
Pemberhentian dan Pengang$atan Pengganti Antar walfiI
tPATf{ Panitia Pemungutan Suara {PPS} dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2AL9 pada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

UEUUTUSKAI{:
: PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM NOMOR : 4o. 1 /HK.O3. 1-Kpt/32 18/KPU-Kab/]fl/2O18
TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNG{.TTAN SUARA {PPS}

DALAM PEI{YELENCTGARAAN PEMILI}LEN UMUM TAHUN

2019.

: Merubah Penetapan Panitia Pemuagutan Suara {PPS} daiam
penjrelengaraan pemilihan umulIr tahun 2a19, sslagairnana
tercantum dalam lampiran keputusan ini;

: T\rgas, Ws*renang dan Ker*'4iiban Panitia Pemungutan Suara

{PPS} se$agaimana tercantum dalarn Dikhrm KESATU

meliputi:
a. membantu KPUIKIP Kabupaten/Kota dan PPK dalam

meiakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pernilih
hasil perbaikan, dan DPT;

b. membentuk KPPS;

c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan
Calon perseorangan;

d. mengusulkan calon petrrgas pemutakhiran data Pemilih
kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

e. melalcukan bimbiagan teknis kepada petugas
pemutakhiran data Pemilih;

f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada
KPUIKIP Kabupaten/Kota melalui PPK;

g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Kepuhrsan
PPS;

h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran
data Pemilih dan trietugas ketertiban TPS di wilayah
kerjanya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;

i" mengumumkan daftar Pemilih;
j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
k. meiakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan

DPS;
l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota;
m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

n. melaksanakan seonua tahapan penyelenggaraan Pernilihan
di tingftat desa./kelurahar atau sebutanr lain yang telah
ditetapkan oieh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK;

o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS

di wilayah kerjanya;
p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah

penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada
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KETIGA

KEEIv{PAT

KELIMA

hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari
setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak
suara yang sudah disegel oleh KPPS;

r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh PPL;

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan
penyelenggaraan Pemilihsl di wilayah kerjanya;

t. melaksanakan sosialisasi penyelenggar€ran Pemilihan
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan newenang PPS
kepada masyarakat;

u. membantu PPK dalan menyelenggarakan Pernilihan,
kecuali dalam hal penghitungan suara;

v. melaksanakan tugas, weq€nang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU /l{P
Kabupaten fKota,, dan/atau PPK.

Masa Kerja Pengganti Antar Walrtu (PAIV) Parritia Pemungutan
Suara (PPS) adalah sejak ditetapkan sampai dengan 31
Desember 2O18;

Segala biaya yang "irnbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) Tahun Anggaran 2OL8;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 28 Desember 2018

KETUA,

KOMISI PEMILiHAI{ UMUM
PANGANDARAN

Hukum,

MI'HTADIIT, S.Hi

Salinan sesuai dengan aslinya

Tembusan:
1. Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

trd
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